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ABSTRAK

penggunaan sumt kuasa jual yang diberikan dari debitur kepada kredittr untuk penju8isn objek
hipotek 

" 
hal ini tidak s€suai d€ngan ketetapan dari ltndang-Uodnns Nomor 4 Tahun 1996 leniang

Hipot€k. Apabila penulis merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 15 ayat (l)
berbunyi: Surat Kussa Menb.bmkan Hak Tanggongan wajib dibuat d€ngan akta notaris etau akta
PPAT dan mem€nuhi persyaratan sebagri berikut a. tidak menuat kuasa untuk melakukm p€rbuatsn
hukum lain dari pada me bebdrkan Hak Tanggungan; b. tidak memuat kuasa subtitusi; c.
mencantumkan secara jolas obyek Hak Tansaunsan, jumlah utangdan nama serta idenlibs krcditornya,
nama dan identit.s debitor apebila debitor bukan p€mberi Hak Tmsgunsan. Pemberi kr€dit dan beban
hipotik obj€k p€mb€li lidak memperoleh perlindungan sah, persctujuan memb€li tidak menjumpai
t€buluhan darik€buhthan kebemrsn kes€pal€rrn s€perti dit€tapkan di Arrikel ll20 Kilab Undang-
Undang Hukun P€rdata Seharusnya dalam p|aklek p€ngikalan kredir oleh bank dengan nasabah
dcbitu, bank tidak lagi m€mpersiapkan surat kuasa jual, karena t€lah ada lembaga Hak Tanggungan,
rkan t€tapi sumt kuasa jual telap ada disetiap pengikatan kredil d€ngan alasan bank sanaat
m€mbuuhhn surat kuasa jual temebut.
K r kunctr surst kualajual, hak langgungan dalam penyelessian kredit macet.

Pf,,NDATIULUAN

Lrtar Belskatrg Masalah

Di Era penumbuhan ekonomi yang semakin pesat dewasa ini, semakin
meningkatnya kecendrungan masyarakat untuk mendapatkan modal atau dana dari
banl dimana kebutuhan terhadap modal dari bank tersebut tidak lain adalah untuk
pengembangan usaha atau bisnis. S€lain berbisnis pengembangan usaha juga

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, penyaluan terhadap kebutuhan modal

masyarakat yang dilakukan oleh bank disebut dengan istilah lsedit atau
pembiayaan. Adapun pemberian kredit atau pembiayaan oleh bark, merupakan salah



satu tugas dari bank, sebagaimana ketentuan Pasal I angka l1 Undang-Undang

Nomor l0 Tahun 1998 tentang Pe6ankan, yang menyatakan:

"Krcdit adalqh penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
de gan itu, berdasarkan persetuj an atau kesepakatan pihjam-rneminjom
antaru bank fungan pihak lain yang mewajibkan pihak Wminjan untuk
melunasi hutangrya setelahjangka waktu tertentu dengon Wntberia bungQ

Untuk memperoleh kedit dari bank seseorang debitur harus melalui beberapa

tahapan, yaitu mulai dari tahapan pengajuan aplikasi/permohonan kedit sampai

dengan tahap penedmaan kedit, setelah permohonan krcdit diterima, s€lanjutnya

dibuatlah perjanjian kredit antara bar* dengan debitur. Pe4abjian krcdit merupakan
pojanjian pokok (prinsipiil) yangbercifat riiL Arti i,til yang dirnaksud di sini adalah

terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada

nasabah d€bitur, di samping perjanjian kredit, antara bank dongan nasabah debitur
juga dibuatkan perjanjian jaminan, surat pengakuan utang dan suret kuasa menjual.

Ketentuan penjelatan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ientang

Perbankan, mewajibkan k€pada bank dalam pemberian kedit untuk membuar
pedanjian secara tertulis. Keharusan perjanjian pabankan berbentuk tertulis telah

ditetapkan dalam pokok - pokok ketentuan perkedit n oleh Bank Indonesia. Pokok
pokok ketentu€n yang ditetapkan oleh Bank Indonesia salah satunya memuat

"Pembetian ktedit qtau Wmbiqyaan betdasarkan pri sip syariah di buat dalan

behtuk pedanjian leftulis". Dalam praktek p€rbankan, perjanjian kedit yang dibuat

secara t€rtulis, dibedakan delam dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian di bawah

tangan dan perjanjian otentik.

Perjanjian kredit pada bagian isi, umumnya memuat pasal-pasal mengenai :

l. Pasal yang me[gaturjumlah kredit

2. Pasal yang mengaturjangka waktu lqedit

3. Pasal yang mengatur bunga kredit

4. Pasal yang mengahl syarat-syarat penarikan dan p€ncairan kredit

5" Pasal yang mengatur penggunaan kredit

6. Pasal yang mengatur cara pengembalian kredit

7. Pasal yang mengatur tentatg jaminan kredir

8. Pasal yang mengatur kelalaian debitur atau wanprestasi

9. Pasal yang mengatur hal-hal yang harus dilakukan debitur

10. Pasal yang mengatur pembatasan terhadap tindakan
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11. Pasal yang mengatui asuransi ba.angjaminan

12. Pasal yang mengatur pernyataan dan jaminan

13. Pasal yang mengatur pers€lisihan dan penyelesaian perselisihan

14. Pasal yang mengatv keadaon memaksa (force majeute)

15. Pasal yang mengatur pemberitahuan dan komunikasi

I 6. Pasal yang m€ngatur perubahan dan pengalihan

Khusus mengenai jaminan, jarninan kredit menurut ketgntuan Pasal 2 ayat (l)

Surat Keputusan Direksi Bark Indonesia No. 23/69,KEPIDIR tanggal 28 Februari

l99l lentarg Jaminan Pembedan Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan

adalah suatu kenyakinan bank atas k€sanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai

dengan yang diperjanjikan. Selain itu pengertian anggunan menurut Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 23 adalah jaminan tambahan yang disenhkar

nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah"

Secara umum jaminan te6agi atas dua yaitu jaminan perseorangan (per,roral

guaruhty) dan jamir,ar\ k€bendaan. Jaminan k€bendaan khusus untuk tanah tidak lagi

menggunakan lembaga hipotik dan ctedienerband, lembaga hipotik dan

credietyerband telah dicabut sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tenlang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta B€nda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah (Hak Tanggungan).

Pasal I alat I Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan, menyebutkan pengertian hak tanggungarL yaitu:

"Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Petaturc
Pokok-Pokok Agrafia befikut ata tidak belik t benda-benda lah, yang
merupakon salu kesdtua de gan tanah itu uang pehmasan hutang teftentu,
yahg tuemberikan kedudukan yang diutamakak kepada laeditw tertentu
tethadap fueditur-krcditur lain ya".

Di samping jaminan kredit/akta hak tanggungan, dalam pemberian lixedit juga

dibuatkan oleh notaris akta surat Lnasa monjual antara bank dengan nasabah debitur.

Pada umumnya surat kuasa menjual tebebut berisikan, debitur sebagai pemberi kuasa

memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada bank sebagai penerima kuas4 untuk

melakukan hansaksi jual beli, termasuk perbuatan.perbuatan yang dibutuhkan dalam

melakukan hansaksi jual beli.
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Surat L:uasa menjual atau sering juga disebut dengan istilah surat kuasa jual

merupakan sirrat kuasa yang telah disiapkan oleh bank melalui notaris terlebih dahulu,

dis€tiap pembe an fasilitas l<Iedit kepada nasabah debitur. Surat kuasa jual ini

dipemiapkan oleh bank, kebanyakan dimotifasi oleh keinginan untuk mempermudah

penjualan objek jaminan dikemudian hati apabila debitur ingkax janji trattprestasi

atau macet. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahutr 1996 tentang

Hak Tanggungan, seharusnya dalam praktek pengikatan kredit ol€h bank dengan

nasabah debitur, bank tidak lagi mempersiapkan surat kuasa jual, karena telah ada

lembaga Hak Tang$mgan. Di dalam Prakteknya Ketentuan yang ada di dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun i996 tidak diindahkan akan tetapi sumt kuasa jual

tetap ada disetiap pengikatan krcdit, dengan alasan baok sangat membutuhkan surat

kuasajual ters€but,

Di dalam pengurusan hak tanggungan, p€nggunaan lembaga hak tanggungan

membutuhkan waktu lama untuk pelunasan pinjaman debitur. Namun, hal lain yang

dilakukan oleh bank cendrung melakukan tindakan yang lebih cepat dan praktis serta

biaya yang ringan. Lamanya proses penjualan objek jaminan d€ngan mempergrrnakan

lembaga hak tdggungan, secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan bank,

tErutama bank-bank kecil seperti Bank Perkfeditan Rakyat/BPR. Hal inilah yang

mendorong penulis melakukan aoalisis m€ngenai yang pertana kedudukan surat

kuasa jual setelah diundangkannya Undang-Undang Nomo. 4 Tahun 1996 tentang

Hak T^ngg:rngn kzdua perlindungan hukum kepada kreditur dan pembeli, terhadap

tansaksijual beli objek hak tanggungan yang menggunakan surat kuasajual.

METODOLOGI PENf,LITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam pen€litian ini adalah

penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti sumber-sumber kepustakaan yang relevan

dengar topik penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-

sumber hukum. peraturan perundaog-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta

dapat menganalisa permasalahan yang dibahas. Data-data yang diperoleh k€mudian di

analisis secara deskriptif, yaitu suahr penelitian yang bertujuan untuk mendiskipsikan

atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh

seoara sistematis, faktual dan akurat mengenai penggunaan surat kuasa jual dalam

penjualan hak tanggungan.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAN

Kedudukln Surat Kuasa Jurl Setelah Diundangkanlya Undang-Undang Nomor
4 Trhun 1996 Tentang Hak Tangguugan

Sebelum berbicara surat kuasa menjual terlebih dahulu harus diketahui apa

yang dimaksud dengan sumt kuasa. Su.at kuasa secara sederhana dapat didefenisikan

sebagai kesepakatan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dimana

pemberikan kuasa memb€rikan wewenang kepada pene ma kuasa untuk

melaksanakan suatu urusan tertentu. Pemberian kuasa diatur di dalam Buku III Bab

XVI nulai dari Pasal 1792 sampai Pasal l8l9 KLrHPerdat!, sedangkan kuasa

(\'olnacht) lidak diatur secara khusus dalam KuHPerdata maupun di dalam

perundang-undangan lainnya, akan tetapi diuraikan sebagai salah satu bagian dari

pemberian kuasa. Pasal 1792 KuHPerdata berbunyi sebagai berikut "Pemberiqn

htasa adalah suatu Wfiehljndn dengan mana seotang membefi kekuasaan l<epada

orang lain, yqhg menerimanya, unluk atas namanya menyelenggarqkan suatu

Didasarkan kepada hal teNebut dapat dilihat, bahwa unsur-unsur dad

p€mberian kuasa adalah:

l. Persetujuan

2. Memberi kekuasaan kepada penerima kuasa

3. Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan
lMenurut Subekti mendefinisikan surat kuasa merupakan perjanjian antara

pembgri kuasa dengan penerima kuasa atau perjanjian pemberian kuas4 yang mana

s€seorang memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada orang lain yang

menerimanya, untuk dan atas namanya melaksanakan atau mengerjakan sesuatu

urusan, maksud melaksanakan atau mengerjakan se$vrtu unsan adalah melakukan

suatu perbuatan hukum, yaitu pefbuatan yang mempunyai akibat hukum at4u

melahirkan suatu akibat hukum.

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan Subekti di atas, maka surat kuasa

harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dit€ntukan

oleh Pasal 1320 KuHPerdata yaitu:

Adanya kesepakatan atau persetujuan para pihak

Keoakapan para pihak untuk membuat suatu pedkatan

L

2.

' k Subekti, Aneka Perjanjial, Bandung: Alumni, 1999, hal. 140- l4l



4. Suatu sebab yang halal, artinya tidak boleh bertentangan dengan uodatlg-

uodang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam prakteknya bentuk surat kuasa yang banyak digunakan, adalah surat

kuasa bawah tangan dan surat kuasa akte autentik, surat kuasa bawah ta[gan

merupakan surat kuasa yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak antara si pemben

kuasa dengan si penerima kuasa tanpa nglibatkal pejabat umur/notaris. Adapun

surat kuasa aka autenlik adalah surat kuasa yang dibuat oleh pejabat umur/notaris

atas permintaan pemberi kuasa dan penedma kuasa.

Berdasarkan uraian di atas, secam sederhana surat kuasa jual dapat

didefenisikan, sebagai kuasa dari pemilik barang kepada pihak lain sebagai penerima

kuasa, untuk melakukan perjualan dtas barang tertentu yang dimiliki oleh pemilik

barang, termasuk melalflrkao perbuatan-perbuatan untuk kepentingan peqjualan

barang tersebut. Penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

sebagai pemilik aas barang, Surat kuasa jual termasuk perjanjian artinya sepanjang

kelentuan Pasal 1320 KuHPefdata terpenuhi maka surat kuasa jual tersebut sahlah

s€bagai sebuah perjanjian antara para pihak, baik berbentuk akta di bawah tangan

maupun berbentuk akta autentik.

S€lanjutnya berbioara tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan (l,Indang-Undang Hak Tanggungan) yang diundangkan pada 9 April

1996, Undang-Undang Hak Tanggungan ini lahimya merupakan amanat dari Pasal 5l

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, yang berbunyi "hak langungan la g dapat dibebankan pada hak nilik hak

guna utsha da hak gu a bangunon tewebut dalam Pasal 25, Pasal 33 dan Posal 39

diatut dengin IJndang-Iindangi'. Pasarl 2s,Pasa,l 33 dan Pasal 39 berisikan ketentuan

yang mengatur bahwa hak milik, hak guna usaha dan hak guna banguna dapat

dladikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Undang-Undang Hak

Tanggungan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada

p€megangnya.

b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu

berada.

tenenru. aninya memiliki objek tenenru yangjelas dan Legas
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c, Memenuhi asas rpsiolisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak

k€tiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.2

Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan unifikasi undang-undang yang

mgngatur tata cara hak jaminan yang dibebankan pads hak atas tarah beserta benda-

benda yang berkaitan at3s tanah, dengan diundangkannya Undang-Undang Hak

Tanggungan maka ketentuan-ketentuffi hwotheek sg|1er.){:tg mengenai tanah (Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Buku ll) dan ketentuan Credienerband Stb. 1908-

542 juttcto 5tb.1909-584 sebagaimana telah diubah dengan Stb,l937-190 j ncto Stb.

1937-191 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Berdasmkan s€luruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak

Tanggungan maka didapatkan bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan ini borbuatan

beberapa asas-asas yaitu:

l. Asas sistem terifi)p @esloten rysten) artinya selain dari hak jaminan

kebendaan yang diatur Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang

Rumah Susun Nomor 16 Tahun 1985, Undang"Undang Perumahan dan

Pemukiman Nomor 4 Tahun 1992 dan Undang-Undang Jaminan

Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, tidak dapat diadakan hak jaminan kebendaan

lain berdasarkan kes€pakatan antara paru pihak. Hak kebendaan ini bersifat

drsolrl (mutlak), karen 
^ 

itu bercifat lithita4f (terbatas),

2. Asas Drcit de Prefetence artinya kreditur pemegang Hak Tanggungan

mempunyai hak yang didahulukan/diutamakan untuk dipenuhi piutangnya.

Jika debitur pemberi Hak Ta.nggungan lfaryrcitasi (ingkar janji) dalam

melunasi utang-utangnya kepada keditur, maka objek Hak tanggungan milik

debitur dijual secara lelang dan hasil penjualan tersebut dibayarkan untuk

pelunasan utang kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan. Apabila masih

ada sisa dari hasil penjualan objek tlak Tanggungan tersebut dibayarkan

kepada kreditur lainnya seota lnri passu (koa*zrez), dan jika sisanya masih

ada dan utang debitur semuanya sudah lunas, maka sisa hasil penjualat objek

Hak Tanggungan le$ebut dikembalikan kepada debitur. (Vide penjelasa[

umum angka 3jzncto angka 4, Pasal 5 Undang-Undang Hak Tanggungan dan

': Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tonggungan
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Pasaf 6 dan penjelasan Pasal 6 juncto penjelasafi umum aflgka 4 Undang-

Undang Hak Tanggungan).

A.sas Droit de Suite yaitu Hak Tanggungan memilik sifat yang sama dengan

Hak Kebendaan yaitu Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya di tangan

siapapun objek Hak Tanggungan itu berada. Apabila objek Hak Tanggungan

sudah boalih kepemilikan, misalnya sudah dijual kepada pihak ketiga,

krcditu tetap mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek Hak

Tanggungan jika debitur wanprestasi (ingkar janji). (Vide Pas'a,I 'l Jo

Penjelasan Umum angka 3 hurufb Undang-Undang +{ak Tanggungan).

Asas Spesislitas yang artinya pertelaan mfigenai objek Hak Tanggungan yang

tertujud dalam uraian mengenai objek Hak Tanggungan yang dituangkan

dalam sertifikat, atau bagi tanah yang belum terdaffar sekurang'kurangnya

memuat umian mengenai kepemilikan, Ietak, batas-batas dan luas tanahnya.

Syarat ini merupakan syarut e$ensial bagi €ksistensi Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT). (Vide Penjelasan Umum angka 3 huruf c Undang-

Undang Hak Tanggulgan dan baca pula Pasal l l ayat (l) huruf e Undang-

Undang Hak Tanggungan dan penjelasannya).

Asas Publisitas artinya adalai pendaftaran dan pencatatan dari pembebanan

objek Hak Tanggungan s€hingga terbuka dan dapat dibaca dan diketahui

umum. Pendaftarar dan penootat n tersebut dilakukan pada buku tanah atau

buku tanah Hak Tanggungan dan dilakukan oleh pejabat terkait dan

berwenang untuk itu di Kantor pertanahan di wilayah mana tanah tersebut

betuda. (Vide Undang-Undang Hak Tanggungan Penjelasan umum angka 3c

Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 13 ayat I Undang-Undang Hak

Tanggungan dan Pflaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

P€ndaftaran Tanah dan Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1996 tentang

Pendaft aran Hak Tanggungan).

Asas mudah dan pasti dalam pelaksanaan €ksekusi yang aninya adalah bahwa

pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan bagi pemegang Hak Tanggungan

hams memiliki kepastian hukum dan mudah untuk dieksekusi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dgngan adanya irah-irah "DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETI]HANAN YANG MAIiA ESA,. PAdA

sertifl kat Hak Tanggungan.

Asas lcces.rorr yang artinya adalah Hal Tanggungan adalah perjanjian

tambahan (ikutan) yang mengikuti perjanjian pokoknya (perjanjian utang-



+r*lC"hov" t e"drh,
piutang), dan tidak merupakan perjaniian4iak yang berdiri sendiri

(zewandigrechl) Adanya dan hapusnya perjanjian ikrtan (accessoriuul

t€rgantung dari pedanjian pokok. (yide Pas?J l0 ayat (1) dan Penjelasan

Umum angka 8 Undang-Undang Hak Tanggungan). Di dalam KUH Perdata

asas ini diatur dalam Pasal 1133, ll34 alinea kedua dan Pasal 1198 KIIH

Perdata.

8. Asas Pemisahan horisontal yang atinya Hsk atas tanah terpisah dari benda-

benda yang melekat di atasnya" Undang-Undang Hak Tanggungsn m€nganut

asas pemisahan horisontal, pemberlakuannya tidak secara otomatis, Harus

terlebih dahulu diperjanjikan antara pam pihak di dalam APHT. Penerapan

asas ini dalam Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan terobosan dari

asas pe(l€katan vertikal yaog dianut oleh Kl[IPerdata. (l/ide Penjelwan

Umum angka 6 Undang-tJndang Hak Tanggungan),

9. Asas perl€katan <Accessie) yallg arlinya benda-benda yang m€lekat sebagei

kesatuan dengan tanah, karena hukum mengikuti hukum benda pokok.

Meskipun Undang-Undang Hak Tanggungan tidak menganut asas p€rlekatan

vertikal sebagaimana KUHPerdat4 namun apabila para pihak sepakat

menghendakinya, maka asas p€rlekatan vertikal dapat pula digunakan dalam

Undang-Undang Hak Tanggungan dengan oatatan harus dituangkan secara

tegas di dalam APHT.

10. Asas Iktikad Baik yang artinya iktikad baik yang bersifat objeldif yaitu iktikad

baik yang sesuai kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat pada

umumnya. I

Penjualan obyek Hak Tanggungan berdasarkar Undang-Undang Hak

Tanggungan atau istilah lainnya eksekusi ata.s obyek hak talgungan, dapat dilihat

kemudian ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 reffang Hak

Tanggungar! dimana Pasal 6 ini mengatur apabila debitur wanprestasi maka objek

hak tanggungan dapat dijual untuk pelunasan piutang melalui pelelangan umum,

artinya dapat dipahami bahwa berdasarkan Pasal 6 tersebut, bank atau loeditur tidak

diperbolehkan untuk menjual sendiri objek hak tanggungan. Penjualan obyek hak

tanggungan oleh keditur secara sendiri dapat dilakukan sepanjang teryenuhi

ketentauan Pasa 20 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan yang mengatur atas

kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggunga penjualan obyak hak tanS8ungan

' Lentera.con. Media Ht*.um dan lnlornasi Umux,



tedinggi dan yang menguntungkan semua pihak, didasarkan atas ketentuan ini

dikaitkan dengan surat kuasajual, maka proses penjualan dengan menggunakan surat

kuasa jual dipe*enankan adanya kesepakatan antara keditur dengan debitur untuk

melakukan peqjualan obyek jaminan hak tanggungan, kesepakatan antara kreditur

dengan debitur ini adalah kesepakat yang disepakati setelah terjadinya wanprcstasi

oleh debitur atau setelah kredit mangalami kemacetan.

Dalam hal surat kuasa jual yang telah disiapkan oleh kreditur dan ditanda-

tangani pada waktu pemberian atau penyaluran kredit kepada debitur atau bersamaan

pada waktu penantranganan perjailjian kredit a.tara krcditur dengan debitur, maka

terhadap surat kuasa jual te($ebut tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan, sehingganya surat kuasa jual yang demikian secara

hukum tidak mempunyai kedudukan hukum epapun, penjualan atas obyek hak

tsnggungan yang dilakukan oleh kreditr yang dilandaskan kepada surat kuasajual ml

bertentangan dengan k€tentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang l"lak

Tanggungan.

Perlindungu Hukum Kepada Kreditur Dan Pembeli, terhadrp Transeksi Jurl

Beli Objek IIak Tanggungan Yang MenggunakrD Surst Kuss! Jurl

Sebelum membahas tentang perlindugnan hukum terhadap krcditur dan

pembeli objekjaminan hak tanggungan maka terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang

jaminan, istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa B€landa yait'J zekerheid,

selain istilah jaminan dikenal juga dengan agunarL istilah agunan dapar di lihat di

dalam ketentuan Pasal I angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubaian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, agunan

'&alah':jami an tambahan diserahka nasabah debitut kcpada bank dalan rangka

mendapatkan fasilitas ktedit atau perrlbiTyaan berdasarkan prinsip syariah" .

Menurut Badriyah Haruna tentang jaminan merupakan kebutuhan kreditur

untuk memperkeoil resiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala

kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikucu*an. Adanya jaminan

apabila debitur tidak mampu membayar! maka keditur dapat mernaksa pembayaran

atas kredit yang telah diberikan. Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131

KuHPerdata, segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi

" Bariyah Harun, Penyelesoion Sengketo kectit Be nasalah. yovakafta: Pustaka Yustisia, 20X0, hal.
67

dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu dapat diperoteh harga



taoggungan untuk segala perikatan perorangan, ket€ntuan ini mengandung prinsip

yang bersifat umum dari hukum jaminan, yaitu:

a. Kekayaan sesgorang merupakan jaminan dari utang-utaognya.

b. Kekayaan tersebut menoakup pula benda-benda yang akan

d ipero leh/d im ilik i kemudian hari.

o. Kekayaan tersebut m€liputi benda-benda yang bergerak dal| tidak bergerak.

Jaminan terbagi atas 2 macam yaitu jaminan perorangan dan jaminan

kebendaan,

l. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan dalam Pasal 1820 KUIIPerdata disebut sebagai

penanggungan utang, dalam Pasal 1820 KuHPerdata lersebut disebutkan bahwa

jaminan perorangan adalah suatu .perjanjian dengan mana pihak ketig4 guna

kepentingan pihak si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si

berutang manakala orang tersebut tidak mem€nuhinya.

Pelaksanaan jaminan oleh pihak ketiga ini, Pasal l83l KUHP€rdata

memberikan pelindungan kepada pihak ketiga, yang berbunyi "ri pe ahggutlg (pihak

ketiga) tidaklah wqjib menbayar lrepada si beryiutang seloin jilta si berutong labi,

sedangkan benda-beada si beratdhg ini hatus lebih dahulu disita dah dijual untuk

melunasi h tangnya".

Dengan adanya k€tentuan Pasal l83l KutlPerdata ini, apabila debitur

!\ianprestasi, pihak ketiga sebagai penjamin belum mempunyai kewajiban untuk

membayar utmg debitur, apabila hartra-harta debitur belum disita dan dijual untuk

p€lunasan utangnya, artinya debitur tetap mempunyai kewajiban terlebih dahulu untuk

membayar seluruh utangnya, sesuai dengan hakekat ketentuan Pasal 1131

KL]}{Perdata.

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminar yang berupa hak mutlak atas suatu benda

yang merniliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan

terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada

(droit de suite) dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan juga mempunyai sifat

prioriteit artinya siapa yang m€megang jaminan atas jaminan kebendaan lebih dahulu

maka akan didahulukan pelunasan hutangrya dibandingkan dengan pemegang

iaminan hak kebendaan kemudian.5

5 S\ttznto, AsryL-Aqrek Hukum Perbeditan Bank,Bai&rng: Alfabetq 2009, hal. 147
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Menurut p€ndapat Sri Soedewi Masjohogd Soryan, jaminan yang berupa hak

mutlak atas suatu benda yang mempunyai oiri-ciri mempunyai hubungan langsung

atas benda tertentu dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya

&n d^pat dialilrkan, Jaminan imateriil (peftrangaa) adalah jaminan yang

menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat

dipertahankan tefiadap debitur tertentu, t€rhadap hafia kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan, dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu:

l. G&ai @and) ywtg diatur di dalam Bab 20 Buku II KuHPerdata.

2. Hipotck, diatu dalam Bab 21 Buku II KuPerdata.

3. Crcdi*erban, diatur dalam Stb 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah

d€hgan Stb 1937 Nomor 190.

4. Hak ranggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996.

5. J&minan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999.

Adapun Jaminan perseorangan terbagi, atas:

l. Penanggung (rolg) adalah orang lain yang dapat ditagih.

2. Tanggung menanggung, yang sorupa dengan tanggung renteflg,

3, Perjanjian garansi.

Dari kedelapan

hingga saat ini, adalahr

a. Gadai

b. ttuk Tanggungan

c. Jaminan Fidusia

d. Hipotik atas kapal laut dan pesawat udara

e. Borg

f. Tanggug menanggung dan

g. Perjanjian garansi

Dalam hukum benda dibedakan menjadi benda b€rgerak d€n benda tidak

bergerak, benda bergerak terdiri jaminan benda bertubuh dan benda tidak bertubuh.

Sebagai contoh, benda b€rtubuh adalah kedaraan bermotor, mesin dan peralatan

kantor, barang perhiasan, dan sebagainya, benda tidak beftibuh adalah wesel, promes,

deposito berjangk4 sertifikat deposito, piutang dagang, sumt saham, obligasi, dan

surat berharga sekuritas lainnya.

jenis jaminan teNebut di atas, yang masih berlaku

12



Benda tidak bergerak adalah tanah dengan dan tanpa bangunan atau tanaman

diatasnya, mesin dan peralatan yang melekat pada tanah dan bangrman dan

merupakan satu kesatuan, kapal laut bevolume 20 meter kubik ke atas dan suda

didaftar, bangunan rumah susun tanah tempat bangman didirikan, hak milik atas

satuan rumah susun, bangunan rumah susun atau hak milik atas satuan rumah susun

jika tanahnya berstatus hak pakai atas tanah Negara. Perbedaan jenis benda inl

memiliki konsekwensi yuridis kepada pembebanan jaminan, dimana terhadap benda

bergerak, pengikatan jaminannya berupa fidusia dan gadai, sedangkan untuk benda

tidak bergerak pengikalan jaminannya adalah hak tanggungan6.

Pembebanan jaminan di atas, dilaksanakan dengan perjanjian pembebanan

jaminan, perjanjian pembebanan jaminan ini besifat tambahan (assesoi'), sedangkan

perjanjian pokoknya adalah perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari

lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Adapun contoh dari perjanjian

pokok adalah perjanjian kredit bank, Kredit bank adalah penyediaan yang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dengar pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk meluna.si utangnya setglah jangka waktu tedentu dengan pemberian bunga

sebagaimana diatur Pasal 1 angka I I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

P€rubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tebtang Perbankan.

Perjanjian pembebanan jaminan dapat berbentuk akta di bawah tangan dan

akta autentilq perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk akta autentik biasanya

dilakukan oleh bank. Perjanjian pembebanan jaminan dengan akta autentik ini

dilakukan di muka dan dihadapan pejabat yang berwenan& pejabat yang berwenang

untuk membuat akta jarninan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA'[) yang

ditunjuk oleh Menteri Agrari4 biasanya perjanjian pembebanan dengan menggunakan

akta autentik dapat dilakukan pembebanan jaminan atas hak tanggungan, jaminan

fidusia danjaminan hipotik atas kapal laut dan pesawal udara,T

Hak tanggungan dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai barang

yang dijadikan jaminan sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan at4s

pinjaman yang diterima. Dalam Pasal I ayat I Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan, menyebutkan peng€rtian hak tanggungao adalah:

" BuiyahHa \,Op. Cit,hal.73-74

' SatimUS, le"*enbangan Hutum Jdminan Di Indone.r,a, Jakada: PT. Raja cnfindo Persada. 20ta,
hal 29"31



lumal Cohdw Xeddildn. Vol 4- No 1 t\aN 2779 16a1
llak Jamtnan yang dibebankon pado hal atas tanah sebagainana dimaksu.l
dalam Undang Uxdang No. 5 tahun 1960 Tentang peraturan Dasar pokok
Pokak Agraria befikut atau tidak berihn bendd-benda lain yang merupakan
satu kesataan dekgqn tafiah itu untuk pelu asan hutangteltehtu, yang
memberikan kedudukan yakg diutanakan kepada krcditur tethadop kreditur-
kreditur lainnya.
Pasal 20 ayat I Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan mengatur:

Apabila debitur cederc janji, Lreditur pemegafig hak tanggungan berhak
menjual objek yang dijadikan jaminan melalui pelelangan umum mehtrut
peraturdn perudaqgah yang berlaku dan mengambil pelunasan piutahghyu
dafi hasil penjulan tersebut, dengah hak uendahului dari pada kreAih.r-
kreditur lainnya yang hukan penegong hak ta ggungan atau kleditur
Wmegakg hak tonggungan dengan peringlat lebih rendah.
Prof. Budi Harsono mengartikan hak tanggungat adalah penguasaan hak atas

ta ah, berisikan kewenangan bdgi hreditur uhtut berbuat sesuatu me gefiai tanah
yattg dijadikah anggunah, tetapi tidak untuk dihuasai secara fsik dan digunakan,
melainkan tu1tuk nejudbrya jiko debitur cerc janji dan mengambil dai hasihtyu
selufuhrt a atau sebagien sebagai pembq)dran lunas hutahg debitut padanya.

Esensi dari defenisi hak tanggungan yang disajikan oleh Budi Harsono di atas
adalah pada penguasaan hak atas tanah. Penguasaan hak atas tanah merupakan
wewenang untuk menguasai hak atas tanah. Penguasaan hak atas tanah oleh kreditur
bukan untuk mengusai secara fisik, namun untuk menjualnyajika debitur cederajanji.
Ciri --ciri hak tanggungan adalah:

l. Memberikan kedudukan yang diutamakal atau mendahulukan kepada
pemegangnya atau yang dikenal dengan droir de preJerence.

2. Selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapa pun benda itu

berada atau disebut dengan droit de suit.

3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak

ketiga dan mernberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.

4. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan oksekusi.

Selain ciri di atas, keistimewaan kedudukan hukum kreditur pemegang hak

tanggugan juga dijamin melalui ketentuan Pasal 2l Undang Undang Nomor 4 Tahun

1996 berbunyi "apabila pemberi hak tanggungan dinyataksn pailit, objek hak

langungan tidak hasuh dalam boedel pailit peuberi hak tanggungan, sebelun

kreditw pemegang hak tanggungan mengambil Wltutasan piutangnya dai hasil

Wnjualan objek hak Mnggngan itu".

Di samping itu dalam Undang-Undang Hak Targgungan Pasal 12 ditentukan

suatu asas bahwa objek hak tanggungan tidak boleh dipe{anjikan untuk dimiliki oleh



flegang hak tanggungan bila pemberi hak tanggungan cedera janii. Apabila hal ini

dicairtumkan, maka perjanjian seperti itu batal demi hukum, artinya bahwa dari

s€mula perjanjian itu dianggap tidak ada karena bertentangan dengan substansi

Undang-Undang lfuk Tanggungao.

Dalam Pasal 4 sampai deqan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

telah ditetapkan lima hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan hak tanggungan,

yaifir:

1. Hak Milik

2, Hak Cuna Usaha

3. FIak Guna Bangunan

4. Hak pakai, baik hak milik maupun hak atas tanah Nega.a

5. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada

atau yang akan ada merupakan satu kesatuan d€ngan tanah tersebut dan

merupakan h&k milik pemegang hak atas tanah yang pembebannya dengan

tegas dan dinyatakan di dalam akta pemberian hak atas tanah yang

bersangkutan,

Apabila debitur yarplestari 6tau cedera janji, bgrdasarkan ketentuan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, diberikan hak kepada pemegang hak

tanggungan untuk menjual ojek hak tanggungan atas kekuasaan s€ndiri melalui

pelelangan umum sella mengambil pelurusan piutangnya dari hasil p€rjualan te$ebut,

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan membuka

kemungkinan penjualan objek hak tanggungan tidak melalui pelelangan umum, aken

tetapi penjualan di bawal tangan, penjualan dibawah tangan ini dapat dilaksanakan

atas kes€pakatao pemberi dan pemegang hak tanggungan dan jika dengan demikian

dapat dipemleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Penjualan di

bawah tangan baru dapat dilakukan setelah lewat I bulan sejak diberitahukan secara

tedulis oleh pembe dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikilnya 2 sumt kabar, serta tidak ada pihak

yang k€bemtan, pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan penjualan objek

hak tanggungan batal demi hukum.

Hak kroditur baru ada untuk melakukan penjualan atas objek hak tanggungan

apabifa debitur tel^h wanplestasi atau terjadinya hedit macet, berbicara tentang

laedjt, berdasarkal Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/P8V2005 tentang Penilaian



K;litas aniva Bank Umum', penetapan perhitunga{ kualitas kredit berdasarkan

ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ditentukan sebagai bedkut :

1. Lancar (L), apabila pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik

dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan krcdit,

2. Dalam Perhatian Khusus (DPK), apabila terdapat tunggakan pembayaxan

pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

3. Kurang Lancar (KL), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan

at4u bunga yang telah melampui 90 (sembilan puluh) hari sampai d€ngan

180 {seratus delapan puluh) hari.

4. Dimgukan (D), apabila terdapat tunggakan pembayaian pokok dan atau

bunga yang telah mencapai 180 (seratus delapan puluh) hari sarnpai

dengn 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Terjadi cerukan yang bersifat

permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan

kekurangan arus kas.

5, Macet (M), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga

yang telah m€lampui270 (dua ratus tujuh puluh) had.

Berdasarkan atas ketgntuan tersebut di atas, kredit yang dikategorikan sebagai

kredit bermasalah adalah kredit yang digolongkan dengal kualitas kumng lancar

(KL), ditagukan (D) dan Macet (M), s€dangkar untuk kredit yang digolongkan lancar

dan DPK tidak dikategorikan sebagai kredit bermasalah. Dengan demikian, masalah

kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah dengan kualitas yang paling renoan,

artinya semakh tinggi jumlah kedit dengan kualitas macet, maka semakin buruklah

kualitas kedit yang diberikan.

Adanya kredit macet akan mejadi beban keditur, ka.rena kredit macet menjadi

salah satu faktor dan indikator penentu kingrja sebuah bank atau kreditur, oleh karena

itu adanya kredit bemasalah apalagi dalan golongan maoet menuntut:

l. Penyelesaian yang cepat, tgpat dan akurat dan segera mengambil tindakan

hukum jika sdah tidak adajalan lain penyelesaian melalui restrukturisasr.

2. Dilakukan penilaian ulang secara priodik, agar dapal diketahui sedini

mungkin baik aktual masalah kreditAoo$. problem, maupun potensi

' lndonesia, Pemturan Bank Indonesia Tentang p€nilaian Kualiras Akiva Bank Unum, PBI
No.72llPBy2005 tahun 2005, LNNo.l2 Tahun 2005. TLN No.447l .Ps. 10 & 12



#
problem sehingga bank dapat mengambil langkah-

langkah mengamanan.

3. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera" apabila kedit

menunjukkan bermasalah (non perforning loan\.

Adapun yang mcnjadi penyebab tedadinya krcdit maoet dalam suatu

perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

a. l-akor intem bank. meliputi:

11 Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis

kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh d€bitor.

2) Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan

adminiskasi kr€dit mereka.

3) Campur tangan yang berlebihan dari paxa pemegang saham bank

dalam keputusan pemberian kredit.

4) Pehgikatan jaminan kedit yang kurang sempuma.

b. Faktor ekstem, meliputi:

l) Kegagalan usaha d€bitor.

2) Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga hedit.

3) Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat

oleh d€bitor yang tidak b€rtanggung jawab, dan

4) Musibah yang menimpa perusahaan debitor.

Sebagaimana penjelasan di atas, berbicara tentang penjualan obyek hak

tanggungan merupakan sebuah proses dalam apaya penyelesaian kredit bemasalah

at4u kredit macet, penyelesaian kredit macet dalam suatu perjanjian laedit dengan
jaminan hak tanggungan, penyelesaian secara damai merupakan upaya penyelesaian

kredit yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debito( yang

masih mempunyai itikad baik atatt kooperdtif dalam upaya penyelesaian kredit maoet,

Pelaksanaan penjualan oby€k hak tanggungan apabila debitor wanprcstasi

dalam perjanjian kredit, bahwa pihak keditur tidak langsung melakukan pelelangan

umum, akan tetapi tetap berusaha melakukan pendekatan persuasive terhadap

nasabah. Pendekatan ini dilakukan agar sedapat mungkin diperoleh penyelesaian

kredit bemasalah secara danai taopa melalui pglelangan umum. Proses pelelangan

umum akan ditempuh oleh keditur, apabila debitor beritikad tidak baik, maka

bermodalkan sertifikat hak tanggungan yang menjadi jaminan kredit debitor dapat
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penjualan obyek hak tanggungan meialui pelelangan umum menurut

sebagaimana diatur dalam Undang.Undang Ilak Tanggungan.

Pelaksanaan penjualan obyek jaminan hak tanggungan dengan oa.a di bawah

tangan, keditur tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme atau persyaratan yang

ditgntukan oleh Undang-Und€ng Hak Tanggungan, dimana sepanjang ada

kesepakatan antara krgdiiur dengal debitor dan/atau peqjamin untuk menjual obyek

jaminan, serta didapat kesepakatan harga yang waja. dan menguntungkan semua

pihak, yaitu cukup untuk memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor, maka kreditur

akan menyerahkan hak-hak debitor untuk mendapatkan hak €tas tanahnya kepada

pmbeli obyek jaminan hak tanggungan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan

bersama. Hasil penjualan merupakan hasil kesepakatan dan keputusan bersama

dianhra para pihak s€hingga memberikar jaminan kepastian dan perlindungan

hukum, baik bagi keditur atau debitui maupun pembeli. Proses pengalihan obyek

jaminan dilokukan lebih c€pat, dengan prosetlur yang lebih sedgrhana, dan

diselosaiakan dalam satu pros€s dengan penyelseaian keditnyae. Mekanisme

penjualan obyek hak tanggungan yang demikian sejalan dengan ketentauang Pasal 20

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dengan demikian penjulan teftadap obyek jaminan hak tanggungan yang

dilakukan oleh keditur dengan menggunakan suara kuasajual yang tidak memenuhi

mekanisme Pasal 20 Llndang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

merupakan penjualan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau penjualan obyek hak tanggungan yang

cacat hukum. Muatan cacat hukum dalarn perjanjian obyek hak tangungan inilah yang

kemudian berkonsekwensi hukum tidak terlindunginya keditul dan pembeli dari

obyek jaminan hak tanggungan tersebut, akan tetap apabila surat kuasa jual yang

digunakan oleh kreditur sesuai dengar mekanisme ketentuan Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka perlindungan hukum

akan didapatkan baik itu oleh keditur maupun oleh pembeli obyek jaminan hak

tanggungan, karena perjanjian jual beli obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh

k editr dergan pemeli tidak mengandung cacat hukum atau tidak bertentangan dengan

hukum.

' Edy tuwanto, tesis bel ud rl Penretesaian Kledit Bemasatah Melal i Paftte Ekletusi Dengan Cara
Penjualan Di bav,ah Tangan Atar Obyek Janinan Hak Tangqungan, Senaruns: di PT. Bank Niaga,
rrl Universilas Diponegoro, 2008.
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Penjulan hak tanggungan yang dilakukan keditur dengan menggunakan

suara kuasa jual yang tidak memenuhi ketentuan atau bertentangan dengan Pasal 20

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan' Adapun syarat sah

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KullPerdata" maka perjanjian jual

beli obyek hak tanggungan tersebut tidak memenuhi syarat ke 4 (empat) yaitu $atu

sebab yadg halal. Di dalam Pasal 1337 KuHPerdata menekankan bahwa suatu sebab

adalai terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan

dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Terhadap perjanjian yang tidak

memenuhi syaral suatu sebab yang halal dinyatakan batal demi hukum artinya

porjanjian jual beli obyek hak tanggungan tersebut secaxa hukum dianggap tidak

pernah ada atau dinyatakan telah gugur secara hukum sejak perjanjian tersebut lahir,

dengan demikian sangat ielas bahwa perjanjian yang demikian tidak memberikan

perlindunan hukum terhadap kreditur maupun terhadap pembeli obyek hak

anggungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kelimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi di atas adalah sebagai

berikut:

Surat kuasajual yang dibuat dan ditandatangani oleh kredit dengan debitur

pada saat pencairan kredit atau pada saat penandatanganan perianjian

kedit bertetangan atau tidak dikenal dalam Unda g-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, adinya surat kuasa jual tersebut

tidak -mempunyai kedudukan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor

4 lahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Surat kuasa jual yang mepunyai

kedudukan secara hukum berdasarkan undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tertaq Hak Tanggungan adalai suarat kuasa jual yang disepakati

oleh kreditur dan debitur sebagai upaya penyelesaian tedadinya kredit

macet oleh debitur sebagaimana k€tentuan Pasal 20 
^yat 

2 Unda[g-

Undang Nomoi 4 'fahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan tidak dapat menggunakan surat kuasa jual untuk menjual

objek hak tanggungan dalam penyelesaian kedit macet debitur, ketentuair

PasaL 20 ayat 2 Undang-Undang Nomo. 4 Tahun 1996 tidak dapat

L
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-ireriemattlan sebagai dasar dari surat Luasa jL-ral. kelentuan Pasal 20 ayal

2 te$ebut merupakan dasaf untuk dapat dijuahya objek hak tanggung8n

seoam bawah tangan bukan melalui pelelangan umum, akan tetapi

penjualan bawah tangafl ini baru dapat dilaksanakan dengan persyaratan,

adanya kesepakatan antara nasabah debitur dengan bahk, terutama

mengenai harga jual dan harga jual tersebut dapat dinyakini scbagai harga

tertinggi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, artinya perjanjian

jual beli atas obyek jamina hak tanggungan aotara kreditur dengan

pembeli yang didas&rkan atas surat kuasa jual yang tidak memenuhi

persyaratan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tidak memberikan perlindungan hukum kepada keditur dan pembeli.
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